
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcrnbentukan 
Daerah-Daerah Kah rpaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Ur dang Nornor 4 Tahun 1968 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 
ten tang Pemhentul .an Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propins Djawa Barnt (Lernbaran Negara Republik 

BUPAl I BEKASI, 
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Ncmor 52 Tahun 2015 1tentang Pedoman 
Penyusunan A~BD Tahun Anggaran 2016 pada Rornawi V 
angka 14, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana 
transfer dan sudah [elas peruntukannya sepcrti Dana Darurat, 
Dana Bencana Alarr , OAK dan bantuan keuangan yang bersifat 
khusus serta pelal sanaan kegiatan dalam keadaan darurat 
dan/atau mendcsak lainnya, yang belum cukup tersedia 
dan/atau belurn dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan 
rncndahului perieta ran Peraturan Daerah tentang Pcrubahan 
APBD dengan can: menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan Penjabaran APBD dan mernberitahukan 
kepada Pimpinan Dl 'RD; 

b. bahwa sehubungan derigan adanya program dan kegiatan yang 
bersurnber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, 
dan Bantuan Keuar .gan Pemerintah Provinsi .Jawa Barat serta 
kcgiatan lainnya yang sudah jelas peruntujkannya yang belurn 
teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 
2016, rnaka untuc rnelaksanakan program dan kegiatan 
tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan 
Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 
Anggaran 2016; 

· c .. bahwa atas dasar J: ertirnbangan sebagaimana dimaksud pad a 
huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Peraturan Bupati 
Bekasi Nornor l Tuhun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan .Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
terse but perlu diteta okan kembali dengan Pera tu ran Bupati. 

Mengingat 

Menimbang 

TE~ITANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR l 

TAHUN 2016 TENTANG PENJABJ.RAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 1AHUH ANGGARAN 2016 
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NOMOR 11, r~ 201G; 
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Homor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeleriggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotis ne (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 38 51); 

3. Undang-Undang Ne mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambar an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang No.nor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambah in Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan 
Pcngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara [Lernbaran 
Negara Republik In lonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang No nor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbar.airnana telah diubah dcngan Pcraturan 
Pcrnerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Und+ng-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Perner mtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Wl4 Nomor 246, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Inc onesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerir tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inc onesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri [ alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelola an Keuangan Daerah sebagairnana telah 
beberapa kali diuhah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Noma· 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Met iteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri [ alam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Angg iran 2016; 

10.Peraturan Daerah Jawa Barnt Nornor 10 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pcndapat an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Caerah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2015 
Nomor 10); 

11.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2C 16 (Lembaran Provinsi Jawa Barat Tahun 
2016 Nomor l); 

12. Peraturan Daerah :(abupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Poko.; Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten E ckasi Tahuri 2007 Nomor l); 

13. Pera tu ran Dae rah Cabupaten Bekasi Nomor 8 Tahuri 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pernerintah Kabupaten 
Bekasi [Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nomor 8); 

i 
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C. Hal-hal yang diatur dalam Pcratu ·an Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penjabaran APBD Kabupate n Bekasi Tahun Anggaran 2016, sepanjang 
tidak diatur dalam Peraturan Bupat ini dinyatakan tetap bcrlaku. 

B. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Larnpiran IlJ diubah schingga harus 
dibaca sebagaimana tercantum dala n Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
Berkenaan Rp. 

----------·-- (+) 
964. 776. 706. 773 ,00 Rp. Pem biayaan Netto 

3. Pernbiayaan Daerah: 
a. Penerimaan Rp. 964.776.706.773,00 
b. Pengeluaran Rp. 

(964. 776. 706. 773 ,00) Rp. Surplus/ (Defieit) 

4.528.228.402.199,00 
5.493.005.108.972,00 

Rp 
Rp. 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

H 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 
2016 sejumlah 5.493.005.108.972,0·) dengan rincian sebagai bcrikut : 

Pa sal 1 

A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendap.itan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2016 sejurnlah Rp 5.156.508.883.424,00, diubah sehingga 
harus dibaca sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan B ipati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran :W 16 (Serita Daerah Kabu paten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai be rikut : 

Pa sal I 

Mc netapkan : PERUBAHAN ATAS PEJ~TURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAHT\HUN ANGGARAN 2016. 

MEMU~ 'US KAN : 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Anggaran F endapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Ka bu paten Bekasi 
Tahun 2015 Nomor 8 ; 

15.Peraturan Bupati Itekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggarar. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Beri .a Dae rah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 
Nomor l); 

... 



~ ~ BUPATI BEKASI ~ 

Iritetapkan di Cikarang Pusat 
i: ada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, merne rintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan menempatkannya dalam Ber: ta Daerah Ka bu paten Bekasi. 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pa sal II 


